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BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib
Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah  Daerah, Pemerintah  Daerah
melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan
layanan publik tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);




(1)

(2)

(1)

(2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi
status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat
Daerah.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

DPMPTSPP adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oleh DPMPTSPP
sebelum memberikan layanan perizinan dan non perizinan.

DPMPTSPP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada
Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur
Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status Wajib
Pajak.
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Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada DPMPTSPP yang terhubung dengan
sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak.

Pasal 4

Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh
DPMPTSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status
Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal

Wajib Pajak memenuhi ketentuan:

a. nama wajib pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam
sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

b. telah menyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk
2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status Wajib
Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), layanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSPP
dapat diberikan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan keterangan
status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 5

Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh DPMPTSPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat
dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk
mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib
Pajak yang memuat status tidak valid, Direktorat Jenderal
Pajak dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan
Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status tidak valid.




BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 24

Salman sesuai dengan aslinya




